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ABSTRAK

keanekaragaman hayati yang ada di laut merupakan kekayaan alam yang tidak
ternilai. Laut juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar
terhadap peningkatan ekonomi di Indonesia. Karena permasalahan penumpukan
sedimentasi harus segera ditangani oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di Laut, namun masih tedapat banyak sekali kekurangan dalam
kebijakan tersebut yaitu landasan yuridis yang kebijakan yang tebang pilih,
persoalan substansi ekspor hasil sedimentasi pasir laut ke luar negeri, hingga
teknologi pembersihan serta sanksi yang sangat ringan untuk sebuah aktivitas
yang akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Normatif disini ialah menggunakan
pendekatan yuridis-Normatif dengan mengkaji teori-teori Public Policy yang dan
perspektif hukum Islam berupa hifzul bi’ah sebagai bahan utama dalam
penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research)
dan sifat penelitian ini adalah deskriftif-analitis dimana data-data dikumpulkan,
dideskripsikan, diklasifikasikan dan dianalisa dengan tajam.

Hasil penelitian menunjukkan adalah pertama bahwa kendati perumusan masalah
dalam kebijakan ini sudah tepat, tetapi empat indikasi setelahnya menimbulkan
permasalahan, mulai dari peramalan masa depan kebijakan yang tidak akan
berjalan sesuai tujuan, rekomendasi kebijakan yang tidak efektif dan efisien serta
pemantauan dan evaluasi kebijakan yang butuh banyak perbaikan dalam
implementasinya. Selain itu Kedua, aktivitas pembersihan ini malah akan
merusak ekosistem yang ingin dibersihkan, karena teknologi yang tidak memadai
serta terdapatnya indikasi ekspor yang akan menyebabkan tidak terkendalinya
ekploitasi terhadap hasil sedimentasi tersebut. Oleh karena itu tentu saja
kebijakan ini akan berseberangan dengan prinsip dasar hifzul bi’ah berupa
kemaslahatan dan mencegah kemudhaoratan.

Kata Kunci: Sedimentasi-Pasir'Di Laut, Public Policy, Hifzul bi’ah
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ABSTRACT

The biodiversity of the sea is an invaluable natural wealth. The sea is also one of
the factors that have a huge influence on the economic growth in Indonesia.
Because the problem of the accumulation of sedimentation must be dealt with
immediately by the government. The government issued Government Regulation
No. 26 of 2023 on the Management of Sedimentation Results in the Sea, but there
are still many shortcomings in the policy: the jurisdictional basis of the policy,
the issue of substance exports of sedimentation products of marine sand abroad,
to cleaning technology and very mild sanctions for an activity that will cause
changes to the ecosystem.

This research is a normative. Normative here is to use a juris-normative approach
by studying the theories of Public Policy and the perspective of Islamic law as a
hifzul b1’ah as the main material in this research. This type of research is library
research and the nature of this research is descriptive-analytical in which data is
collected, described, classified and analyzed sharply.

The results of the research showed that, at first, although the formulation of the
problem in this policy was correct, four subsequent indications raised problems,
ranging from forecasting the future of policies that would not work as intended,
policy recommendations that were ineffective and efficient, and policy
monitoring and evaluation that needed much improvement in its implementation.
Secondly, these cleaning activities will destroy the ecosystem that needs to be
cleansed, due to inadequate technology and the presence of export indications
that will lead to uncontrolled exploitation of the sediment. Therefore, of course,
this policy will be contrary to the basic principle of hifzul br’ah, which is to
protect and prevent indulgence.

Keywords: Sand-Sedimentation in the Sea, Public Policy, Hifzul b1’ah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (Archipelagic state)
terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena
wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan
dua samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di
antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas
pelayaran nasional maupun internasional.! Selain itu Indonesia memiliki 17.499
pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km2 dan garis pantai
sepanjang 81.000 km. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai center of
gravity kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional
menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan
perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan Mega
Biodiversity, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pemeliharaan terhadap
ekosistem laut dan'jalur pelayaran-di Indonesia sangat diperlukan.?

Pemerintah ‘Indonesia ' mendukung * pemeliharaan “ekosistem laut dan
pemeliharaan jalur-pelayaran ini dengan- menerbitkan  sebuah kebijakan publik
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi Di Laut. Peraturan Pemerintah ini bertujuan sebagai perlindungan
dan pelestarian laut untuk meningkatkan kesehatan laut dengan pengendalian

proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui

! Makalah Laksamana TNI Dr. Marsetio, pada acara Kuliah Umum dihadapan Civitas Akademika
Universitas Sumatera Utara di Medan, Januari 2015:Pada 2 Juni 2023.
2 1bid.



pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.®> Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ini menjelaskan
bahwa sedimentasi yang dimaksud merupakan material alami yang terbentuk oleh
proses pelapukan dan erosi, yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi dan
terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem
dan pelayaran.* Sedimentasi di laut merujuk pada proses pengendapan material
padat di dasar laut. Sedimen ini terdiri dari berbagai partikel, seperti pasir,
lumpur, tanah liat, dan serpihan organisme laut. Adanya sedimen yang berkumpul
di laut ini mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum
mengganggu kelestarian dan kepentingan pemerintah terhadap wilayah laut
Indoneisa Sehingga poin-poin yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 ini membahas terkait perencanaan, pengendalian,
pemanfaatan, pelaporan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan sanksi
administratif dalam pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi. Di, Laut terdapat beberapa kerancuan dalam substansi-substansinya.
Terdapat” banyak pasal yang tidak sejalan demgan tujuan utama Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di
Laut ini yang nantinya akan berdampak negatif bagi kedaulatan wilayah
Indonesia. Tujuan yang dijelaskan sebagaimana terdapat pada konsideran
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk pemulihan terhadap ekosistem laut

yang terganggu akibat sedimentasi. Walaupun demikian jika dilihat lebih dalam,

3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.
4 Pasal 1 Ayat (1).



bahwa kosideran dari Peraturan Pemerintah ini masih dirasa pilih-pilih terhadap
aturan yang menguntungkan sebagai pertimbangan, dapat dilihat bahwa peraturan
ini akan bertentangan dengan peraturan yang lain karena untuk memanfaatkan
hasil sedimentasi di laut maka perlu adanya aturan-aturan yang saling memiliki
korelasi seperti Undang-Undang terkait lingkungan hidup, Undang-Undang
Pesisir, Undang-undang Pelayaran, Undang-Undang tentang keanekaragaman
hayati dan Undang-Undang yang memuat aturan terkait pulau-pulau kecil yang
ada di Indonesia, yang tidak terdapat dalam konsideran Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Selain itu jika dikaji lebih mendalam bahwa aturan yang spesifik membahas
tentang pemulihan hanya terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yaitu pengelolaan
Hasil Sedimentasi di Laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang
dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut
serta kesehatan laut.> Untuk menjaga kesehatan ekosistem laut, aturan-aturan
yang penting dimuat dalam Peraturan ;Pemerintah ini adalah .yang berkaitan
dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Tetapi faktanya bahwa
sebagian besar aturan tersebut merupakan perizinan untuk berusaha sehingga
memunculkan asumsi bahwa Peraturan Pemerintah ini sebagai karpet merah
untuk pengusaha dalam membangun bisnis baru terkait dengan sumber daya alam

yang ada di laut.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal 1.



Asumsi-asumsi ini muncul karena sebagai sebuah kebijakan publik tentunya
sudah melalui proses-proses yang panjang dan data-data yang lengkap. Tetapi
ketika Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi Di Laut ini ditelaah masih terdapat banyak persoalan, salah satunya
adalah tidak ada dokumen resmi dari pemerintah terkait pemetaan sedimentasi
dan kebutuhan Indonesia terhadap pasir laut untuk mendukung pembangunan
dalam negeri. Permasalahan ini muncul dikarenakan pada Pasal 9 Ayat 2
menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut ini akan digunakan
untuk reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah dan
prasarana oleh pelaku usaha serta ekspor hasil sedimentasi sepanjang kebutuhan
dalam negeri terpenuhi.®

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi Di Laut, ini juga menyebutkan terkait potensi ekspor hasil
sedimentasi di laut. Kebijakan ini terkesan serupa dengan kebijakan ekspor pasir
laut yang kemudian telah dilarang pada tahun 2003 silam karena memiliki
masalah-serius terhadap kerusakan lingkungan terutama laut-dan wilayah pesisir.”
Tetapi setelah dua puluh tahun dilarang pemerintah memuat kembali aturan
tentang ekspor pasir dengan narasi baru yaitu pemanfaatan hasil sedimentasi di
laut. Selain itu yang akan menjadi masalah selanjutnya dalam penerapan
kebijakan ini adalah kesiapan seluruh elemen pendukung seperti teknologi yang

masih jauh dari kata layak. Hal tersebut dapat dilihat pada penambangan pasir

6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal 9
Ayat (2).

7 “Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi , Ironi Jokowi Di Hari Anti Tambang Dan Anti Lingkungan Hidup,”
https://www.walhiriau.or.id/2023/06/05/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-ironi-jokowi-di-hari-anti-tambang-
dan-hari-lingkungan-hidup/, akses 5 Juni 2023.


https://www.walhiriau.or.id/2023/06/05/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-ironi-jokowi-di-hari-anti-tambang-dan-hari-lingkungan-hidup/
https://www.walhiriau.or.id/2023/06/05/ekspor-pasir-laut-dibuka-lagi-ironi-jokowi-di-hari-anti-tambang-dan-hari-lingkungan-hidup/

laut di Makasar dengan kapal berteknologi paling canggih yaitu Boskalis yang
melakukan penambangan pasir laut dan melakukan pembersihan di laut yang
kemudian memisahkan pasir sebagai bahan yang diambil dan limbah lumpur
yang kemudian dibuang kembali kelaut.® Dengan kata lain bahwa seluruh
pemanfaatan yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah ini lebih mengerucut
kepada sedimentasi berupa pasir laut yang dijelaskan secara mendalam, karena
hanya pasir laut yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan
konstruksi.’

Sebagai rakyat Indonesia tentu sebuah kebijakan yang dibuat akan
berdampak tidak hanya kepada wilayah kebijakan tersebut diterapkan, tetapi akan
berdampak secara menyeluruh hingga melintasi generasi selanjutnya. Lingkungan
sangat menentukan bagaimana sebuah wilayah atau sebuah negara di masa yang
akan datang. Sebagai manusia tentunya sudah menjadi kewajiban bersama dalam
menjaga lingkungan, sebagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi bahwa memelihara
alam merupakan sebuah keharusan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap
orang karena tanpa terpeliharanya,alam imaka tidak akan terpeliharanya agama,
terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal,  terpeliharanya = keturunan, dan
terpeliharanya harta. Kelima tujuan dasar Islam tersebut akan terdampak ketika
lingkungan tidak terpelihara dan rusak. Sehingga pentingnya untuk memelihara

lingkungan (hifzul bi’ah).’® Oleh karena permasalahan-permasalahan yang telah

8 “Nelayan Protes Penambangan PAsir Laut Royal Boskalis Di Makasar” https://nasional.tempo.co/read
/1368993/nelayan-protes-penambangan-pasir-laut-royal-boskalis-di-makassar. Akses 12 Juni 2023.

9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, Pasal
9.

10 Zahari Mahad Musa “Figh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran,” Jurnal
Syari’ah, Vol 18;1 (Januari 2010), hlm. 4



dijabarkan di atas tersebut menumbuhkan kegelisahan peneliti untuk mengkaji

lebih dalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang

Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana Kebijakan Hukum Melalui Public Policy Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut?
Bagaimana Kebijakan Public Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Hifzul Bi’ah?
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengkritisi Kebijakan Hukum terhadap materi muatan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi
Di Laut?

Untuk mengkritisi Kebijakan Public dalam pandangan Hifzul Bi’ah terhadap
pemanfaatan sedimentasi di laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2023 Tentang.Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di.L.aut .

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia akademik
dan mendorong lahirnya karya-karya baru yang lebih baik dalam konteks
pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu
pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek positif yang ditemukan dalam

penelitian ini, sehingga dapat digunakan sebagai panduan untuk



menyelesaikan permasalahan dalam pembentukan peraturan-perundang-
undangan di Indonesia secara konstitusional.
c. Sebagai prasarat dalam penyelesaian Tesis Strata (S2) Magister IImu Syariah

di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Sebagai tahapan dari proses penelitian serta untuk menghindari duplikasi
karya tulis ilmiah, dan menunjukan keaslian penelitian ini, maka berdasarkan
penelusuran literatur yang diteliti mengenai Problematika Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dan
penelitian lain yang berkaitan maka peneliti menemukan beberapa karya yang
pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya antara lain:

Jurnal karya Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario
Damar yang berjudul "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang di
Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau”. Jurnal ini
membahas pengaruh sedimentasi terhadap ekosistem terumbu-karang di Kawasan
Konservasi Laut Daerah Bintan Timur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis
laju sedimentasi dan kondisi terumbu karang di area tersebut. Metode regresi
digunakan untuk menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap terumbu karang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimentasi memiliki pengaruh negatif
terhadap kehidupan terumbu karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan
Timur. Jurnal ini memberikan gambaran tentang kondisi terumbu karang di

kawasan tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sedimentasi,



dan menunjukkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedimentasi terhadap
terumbu karang. Studi ini penting dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu
karang dan memberikan wawasan tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan
konservasi laut.!

Jurnal karya Wawan Wahyudi, Etty Riani, dan Syaiful Anwar yang
berjudul “Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut Yang Berkelanjutan
(Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)” Jurnal ini ditulis Jurnal ini
membahas tentang Ulasan mengenai "Penambangan Pasir Laut di Pulau-Pulau
Kecil, seperti Pulau Tunda, Kepulauan Seribu, Jakarta™ Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan strategi pengelolaan penambangan pasir laut yang
berkelanjutan di perairan Pulau Tunda. Metode penelitian yang digunakan adalah
wawancara dengan responden ahli yang dipilih secara purposive, dengan bantuan
kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode AHP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang perlu diperhatikan
dalam pengelolaan penambangan pasir laut agar menjadi berkelanjutan adalah
sumberdaya.alam, kebijakan.pemerintah,.dan kondisi sosial-ekonemi masyarakat.
Stakeholder 'yang harus diperhatikan agar penambangan pasir laut dapat
berkelanjutan meliputi pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan penegak hukum.
Tujuan yang harus diutamakan dalam penambangan pasir laut yang berkelanjutan
adalah mengurangi degradasi lingkungan, melakukan pemulihan ekosistem, dan
meningkatkan daya saing keindahan wilayah perairan pulau kecil yang

mengalami penambangan pasir. Prioritas strategi alternatif yang paling penting

11 Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng Budiharso, dan Ario Damar, "Pengaruh Sedimentasi Terhadap
Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau,” Jurnal Berkala
Perikanan Terubuk, , Vol. 41:1, (Februari 2013).



dalam pengelolaan penambangan pasir laut yang berkelanjutan adalah revisi
kebijakan penambangan pasir laut, penegakan hukum dan sanksinya, serta
penggunaan teknologi penambangan pasir yang ramah lingkungan.*2

Jurnal karya Guntur Adhi Rahmawan, Semeidi Husrin, dan Joko
Prihantono yang berjudul "Analisa Perubahan Batimeri di Perairan Kabupaten
Serang Akibat Penambangan Pasir Laut” membahas perubahan morfologi di
perairan Kabupaten Serang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas
manusia dalam mengeksploitasi pasir laut (eksploitasi pasir dasar perairan). Data
batimetri diperolen melalui pengukuran langsung menggunakan Single-Beam
Echosounder (Echotrac CVM Teledyne Odom Hydrographic) dengan GPS-Real
Time Kinematic (RTK), sedangkan data sekunder diperoleh melalui digitalisasi
peta DISHIDROS dan LPI BIG. Data tersebut kemudian diolah untuk
mendapatkan volume sedimen yang terangkut dengan menggunakan dua
topografi perairan yang berbeda melalui metode tumpang susun (overlay). Dari
hasil pengolahan data batimetri, ditemukan bahwa terdapat sedimen yang berasal
dari faktor alami dengan volume sebesar 95.800 m3.dan ketinggian rata-rata 0,036
meter. Selainitu, aktivitas penambangan pasir oleh'manusia dalam rentang waktu
2003-2013 menyebabkan volume sedimen sebesar 5.578.470 m3 dengan luas area
penambangan pasir mencapai 261,9 Ha, yang akhirnya membentuk sebuah

cekungan dengan kedalaman 2,13 meter.*®

12 Wawan Wahyudi, Etty Riani, dan Syaiful Anwar, “Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut
Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)” Jurnal llmu dan Keluautan Tropis, Vol.
10:2, (Agustus 2018).

13 Guntur Adhi Rahmawan, Semeidi Husrin, dan Joko Prihantono, “Analisa Perubahan Batimeri di
Perairan Kabupaten Serang Akibat Penambangan Pasir Laut” Jurnal Iimu dan Keluautan Tropis, Vol. 9:1,
(Juni 2017).
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Jurnal karya Zuleha Ernas, M. Hasroel Thayib, dan Widodo S. Pranowo,
yang berjudul "Pengaruh Penambangan Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan
Teluk Banten Serang” yang membahas dampak dari penambangan pasir laut
terhadap kekeruhan perairan Teluk Banten di Kabupaten Serang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji dampak gangguan terhadap kekeruhan perairan Teluk
Banten Kabupaten Serang yang disebabkan oleh kegiatan penambangan pasir laut
pada periode 2004-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis korelasi dan regresi polinomial orde 2. Penambangan pasir laut
dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di perairan Desa Lontar, Kecamatan
Tirtayasa, Kabupaten Serang, dan Desa Pulo Panjang, Kecamatan Pulo Ampel,
Kabupaten Serang. Penambangan ini dilakukan mulai tahun 2004 hingga 2015,
dengan total produksi pasir laut hingga Januari 2015 sebesar 11.513.972 m3.
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penambangan
pasir laut dan peningkatan kekeruhan perairan Teluk Banten. Berdasarkan hasil
penelitian, disarankan agar aktivitas penambangan pasir laut dipertimbangkan
untuk dihentikan sementara,karena telah. meningkatkan Total Suspended Solids
(TSS) perairan Teluk Banten hingga melampaui ambang batas baku mutu
lingkungan.*

Jurnal karya Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya
yang berjudul "Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan
Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang™ yang Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus

14 Zuleha Ernas, M. Hasroel Thayib, dan Widodo S. Pranowo, ‘“Pengaruh Penambangan Pasir Laut
Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang” Jurnal Segara, Vol. 14:1, (April 2017).
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untuk menyelidiki konflik sosial yang terjadi pada masyarakat pesisir terkait
penambangan pasir laut di Pantai Labu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyebab konflik sosial (resistensi) masyarakat terhadap penambangan pasir laut
di Pantai Labu meliputi: pertama, perbedaan antara individu: Setiap individu
memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda terhadap masalah penambangan
pasir. Beberapa individu merasa dirugikan karena merasa lingkungan mereka
rusak akibat penambangan pasir, sementara yang lain tidak merasa dirugikan.
Kedua, perbedaan kepentingan: Konflik sosial terjadi karena perbedaan
kepentingan antara masyarakat pesisir yang menuntut ganti rugi atas kerusakan
lingkungan dan penurunan hasil tangkapan laut yang mempengaruhi pendapatan
mereka, dan pihak penambang pasir yang memiliki kepentingan bisnis dalam
menguntungkan perusahaan mereka. Ketiga, perubahan sosial: Terjadi perubahan
dalam kebiasaan musyawarah di desa-desa yang terkena dampak penambangan
pasir. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku
kebijakan yang dianggap memihak perusahaan penambang pasir. Masyarakat
khawatir-bahwa kesepakatan.dibuat.tanpa melibatkan mereka-dan sosialisasi tidak
mencapai masyarakat.*®

Jurnal karya Christiani Tanuri yang berjudul, "Penambangan Pasir Laut
yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007". Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif,
yang merupakan metode penelitian berbasis literatur yang mengandalkan

regulasi-reulasi yang relevan dan literatur yang terkait dengan topik tersebut.

15 Fajriharish Nur Awan, Badaruddin, dan Miswar Budi Mulya, “Faktor Penyebab Konflik Sosial
Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang” Jurnal Niara, Vol.
13:1, (Juni 2020).
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Jurnal ini menggunakan pendekatan statute dan pendekatan konseptual dalam
analisisnya. Beberapa aspek yang disoroti bahwa kegiatan pertambangan,
khususnya penambangan pasir laut yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin,
memiliki dampak negatif pada manusia dan lingkungan. Beberapa dampak
negatif yang teramati meliputi abrasi dan erosi pantai, penurunan kualitas air laut,
polusi pantai, penurunan kualitas air, kerusakan area pemijahan dan daerah
asuhan, peningkatan sedimentasi di perairan, dan banjir rob di daerah pesisir
dengan penambangan pasir laut. Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan
tinjauan komprehensif tentang penambangan pasir laut dan implikasi lingkungan
dalam konteks hukum Indonesia. Tulisan ini membahas kerangka hukum,
dampak negatif, persyaratan izin, dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Untuk
mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran, maka perlunya regulasi dan
izin dalam kegiatan pertambangan. Izin yang tepat sangat penting, dan operasi
pertambangan dalam skala besar maupun kecil membutuhkan otorisasi.
Ketentuan hukum khusus yang digunakan dalam kasus yang dibahas dalam
tulisan ini, adalah Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor.27. Tahun 2007. Pasal
ini mendefinisikan tindak pidana terkait penambangan pasir Secara sengaja yang
menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam kasus yang dibahas, pelaku dengan
sengaja melakukan penambangan pasir tanpa izin yang tepat, Yyang
mengakibatkan kerusakan lingkungan.®

Jurnal karya Sandy Pratama, yang berjudul "Dimensi Ekonomi Politik

dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan

16 Christiani Tanuri “Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,” Jurnal Education and Development, Vol. 8:3, (Agustus 2020).
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Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional
Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016)" Penelitian ini dilakukan
melalui observasi lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan
analisis deskriptif berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan teori dan
literatur yang ada. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa kebijakan
penghentian sementara pertambangan timah gagal diimplementasikan secara
efektif. Aktivitas pertambangan laut yang sebelumnya dihentikan kembali
beroperasi. Protes politik dalam upaya melindungi ekosistem laut tempat nelayan
mencari nafkah dari dampak negatif pertambangan sulit untuk berhasil. Hal ini
disebabkan oleh adanya tumpang tindih dan pertentangan antara aturan hukum
dan implementasi regulasi yang berbenturan antara pemilik kuasa atas akses dan
kontrol pertambangan. Motif individu dan konflik dalam perebutan akses dan
kontrol dalam tata kelola antar aktor kebijakan juga mengganggu upaya penataan
pertambangan dan perdagangan timah yang lebih baik. Oleh karena itu,
diperlukan konsistensi dan kekuatan hukum dan politik yang lebih kokoh dalam
konteks.relasi ; kekuasaan .untuk ,mewujudkan, pembangunan .ekonomi yang
selaras, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks pertambangan, studi mengenai
zonasi, daya dukung dan daya tampung, valuasi ekonomi antar sektor perlu
segera diselesaikan dengan meminimalisir dominasi kepentingan bisnis semata.’

Jurnal karya Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga

Vandy Wardana, yang berjudul "Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah

17 Sandy Dimensi, “Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat
Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT
Timah, Tbk Tahun 2016)" Pratama,” Jurnal Wacana Politik, VVol. 3:1, (Maret 2018).



14

Laut di Wilayah Perairan Indonesia” membahas tentang kebutuhan untuk
mereformulasi regulasi penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia.
Laut adalah tempat terbesar di mana sumber daya alam dapat ditemukan.
Penelitian ini berfokus pada penambangan bawah laut di ruang laut yang berada
dalam vyurisdiksi nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif,
penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang
Pertambangan di Indonesia, namun ketentuan-ketentuan tentang penambangan
bawah laut perlu direformulasi. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden yang
mengatur penambangan pasir laut, argumen bahwa sumber daya laut tidak hanya
terbatas pada pasir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformulasi
regulasi nasional tentang Pertambangan yang mencakup penambangan bawah
laut serta membedakan antara penambangan bawah laut di dalam dan di luar
yurisdiksi nasional. Selain itu, perlu juga mengatur dan mengelompokkan sumber
daya laut lainnya selain penambangan pasir laut. tulisan ini merekomendasikan
reformulasi pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia
dan pengelompokan sumber.daya mineral di wilayah perairan Indonesia. Secara
keseluruhan, “jurnal ini  memberikan gambaran tentang kebutuhan akan
reformulasi regulasi penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia,
dengan mempertimbangkan perbedaan antara yurisdiksi nasional dan di luar
yurisdiksi nasional. Jurnal ini mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas dan
pengelompokan sumber daya laut yang lebih komprehensif dalam konteks

penambangan bawah laut di Indonesia.8

18 Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana “Reformulasi Pengaturan
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Jurnal karya D. Setiady dan E. Usman, yang berjudul "Kandungan
Mineral pada Sedimen Pantai dan Laut, Hubungannya dengan Batuan Sumber di
Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah"™ membahas tentang kandungan
mineral dalam sedimen pantai dan laut di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,
serta hubungannya dengan batuan sumber di daerah tersebut. Metode
pengambilan data dilakukan melalui survei lapangan. Berdasarkan karakteristik
pantai, terdapat pantai berpasir, pantai berlumpur, dan pantai berbatu. Pantai
berpasir terdiri dari pantai berpasir putih dan pantai berpasir coklat, sedangkan
pantai berbatu terdiri dari breksi, batugamping, dan terumbu karang. Sedimen-
sedimen ini memiliki hubungan dengan batuan sumber di daerah tersebut, seperti
batupasir Ngrayong, batuan gunung api, dan Formasi Bulu dan Wonocolo. Hasil
analisis laboratorium menunjukkan bahwa sedimen dasar laut terdiri dari pasir,
lanau pasiran (pasir halus), dan lanau. Sedangkan mineral-mineral yang
ditemukan dalam sedimen tersebut meliputi magnetit, pirit, hematit, zirkon,
ilmenit, diopsid, augit, kuarsa, biotit, muskovit, dolomit, dan hornblende.
Mineral-mineral ini berasal dari,sedimen.asal daratan yang.ditransportasi melalui
sungai-sungai yang bermuara di lepas pantai dan diendapkan oleh gelombang laut
dan arus sejajar pantai. kandungan mineral dalam sedimen pantai dan laut di
Kabupaten Rembang berasal dari batuan sumber di daerah tersebut, seperti
batuan andesit, batupasir kuarsa, dan batugamping. Penelitian ini memberikan

pemahaman tentang hubungan antara sedimen dan batuan sumber di pesisir

Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10:4,
(Desember 2021).
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Kabupaten Rembang serta pentingnya pemetaan karakteristik pantai dan analisis
mineral dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.®

Jurnal karya Ediar Usman dan Dida Kusnida yang berjudul "Karakteristik
dan Proses Pengendapan Sedimen Dasar Laut di Perairan Gosong Bunga,
Kualanamu, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara” Metode penelitian
yang digunakan adalah analisis percontohan sedimen dasar laut dan seismik.
Beberapa teknik analisis yang dilakukan meliputi analisis besar butir (grain size),
analisis kimia, dan analisis fotomikro. Selain itu, dilakukan pula analisis kimia
untuk mengidentifikasi kandungan butiran kuarsa dan mineral berat penyusun
utama sedimen. Analisis ini melibatkan penggunaan teknik mikroskopis dan
spektrometri serapan atom (AAS) untuk menentukan kandungan unsur utama
dalam sedimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sedimen permukaan dasar
laut di daerah penelitian terdiri dari berbagai satuan tekstur sedimen seperti pasir
lanauan, pasir lumpuran sedikit krikilan, lumpur pasiran, lanau pasiran, dan krikil
pasiran. Komposisi butiran sedimen tersebut didominasi oleh kuarsa dan mineral
berat seperti magnetit, ilmenit,, hematit,.dan limonit.. Selain. itu; analisis kimia
menunjukkan bahwa sedimen tersebut memiliki kandungan SiO2 (silika) yang
berkisar antara 66,73% hingga 74,21%. Kandungan SiO2 ini menunjukkan bahwa
sedimen berasal dari batuan granit atau batuan sedimen lainnya yang
mengandung kuarsa. Pada bagian proses pengendapan, penelitian ini
menunjukkan bahwa pola pengendapan sedimen di perairan Gosong Bunga

dipengaruhi oleh arus sungai dan arus laut. Secara keseluruhan, jurnal ini

19 D. Setiady dan E. Usman,”Kandungan Mineral pada Sedimen Pantai dan Laut, Hubungannya dengan
Batuan Sumber di Pesisir Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,"” Jurnal Geologi Kelautan, Vol. 9:3,
(Desember 2011).
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memberikan informasi tentang karakteristik sedimen dasar laut di perairan

Gosong Bunga, Kualanamu. Melalui berbagai analisis, penelitian ini memberikan

pemahaman lebih lanjut tentang sifat dan proses pembentukan sedimen di daerah

tersebut.?°

E. Kerangka Teoritik

1. Pemikiran William N Dunn Tentang Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau
pemerintah yang didalamnya terdapat keputusan dan unsur keputusan
berupa pemilihan alternative yang ada untuk mencapai maksud dan tujuan
tertentu. Kebijakan Public akan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap
bangsa dan negara. Pada umumnya semua negara menghadapi masalah
yang relative sama, yang membedakan adalah bagaimana respon terhadap
masalah tersebut. Respon ini disebut sebagai Kebijakan Public, karena
Kebijakan Public merupakan domain dari negara, atau pemerintah, atau
kekuasaan . pemegang. negara.- Maka, Kebijakan Public.adalah bentuk
factual dari upaya pemerintah untuk mengatur Kehidupan Bersama yang
disebut sebagai negara bangsa.?
Menurut William N Dunn seorang professor Of public

Management and Policy Of Graduate School Of public And International

20 Ediar Usman dan Dida Kusnida, “Karakteristik dan Proses Pengendapan Sedimen Dasar Laut di
Perairan Gosong Bunga, Kualanamu, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara,” Jurnal Geologi
Kelautan, Vol. 7:2, (Agustus 2009).

2L Riant Nugroho, Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan,
Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Managemen dalam Kebijakan sebgai The Fifth Estate, Metode
Penelitian Kebijakan. (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2009) him. 14.
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Affairs, University Of Pittsburgh. Menyatakan bahwa analisis kebijakan
untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan
pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Metodologi analisis
kebijakan diambil dari memadukan elemen-elemen beberapa disiplin ilmu
antara lain ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat.
Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif yang diambil dari disiplin-
disiplin tradisional, misalnya ilmu politik yang mencari pengetahuan
tentang sebab dan akibat dari kebijakan-Kebijakan Public. Namun analisis
kebijakan juga bersifat normatif untuk menciptakan dan melakukan Kritik
terhadap klaim pengetahuan tentang nilai-nilai Kebijakan Public untuk
generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.??

Aspek normatif, atau kritikan terhadap nilai dari analisis kebijakan
ini dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
yang mencangkup dinamika antara variable tergantung (tujuan) dan
variable bebas (cara) yang sifatnya valuative. Karena itu pilihan variable
seringkali.merupakan pilihan-terhadap nilai-nilai yang saling bersaing:
Kesehatan, kemakmuran, keamanan, kedamaian, keadilan, perataan dan
kebebasan. Untuk itu memilih suatu nilai diantara nilai-nilai di atas
bukanlah penentuan yang bersifat teknis semata, tetapi juga keputusan
yang memerlukan penalaran yang bersifat moral, dan karena itu analisis

kebijakan berupaya menciptakan pengetahuan yang dapat meningkatkan

22 William N. Dunn, Values, Ethis, and Standards in Policy Analysis, dalam Encyclopedia Of Policy
Studies, ed. Stuart S. Nagel, (New York: Marcel Dekker, 1983), him. 831.
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efisiensi pilihan atas berbagai alternative kebijakan.?® Adapaun Metode

analisis kebijakan menggabungkan beberapa tahapan dalam pemecahan

masalah yaitu:

a. Merumuskan masalah
Perumusan masalah bertujuan untuk mengetahui dan menambah
wawasan yang relevan dengan kebijakan, dengan demikian dapat
membantu  menemukan  asumsi-asumsi  yang  tersembunyi,
mengdiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang
memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan
dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Peramalan masa depan kebijakan
Prediksi yang akan menyediakan pengetahuan yang sejalan dengan
kebijakan tentanng masalah yang akan terjadi di masa yang depan,
sebagai akibat diputuskannya sebuat kebijakan alternative termasuk
kebijakan tidak melakukan sesuatu.

c.—~Rekomendari Kebijakan
Rekomendasi kebijakan memiliki enam kriteria utama yaitu:
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsitivitas, dan

kelayakan.

2 William N. Dunn, Pengantar Analisa Kebijakan Publik edisi Kedua, (Yogyakarta: Gajah Mada
University, 1999), him. 5.
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d. Pemantauan Hasil Kebijakan

Pemantauan hasil kebijakan adalah monitoring kepada kebijakan yang

ada, dengan demikian dapat membedakan antara output dan impact

dari kebijakan tersebut.
e. Evaluasi kinerja

Evaluasi dibagi menjadi tiga: evaluasi, semu, evaluasi formal, dan

evaluasi keputusan teoritis.?*

2. Pemikiran Yusuf Qhardawi Tentang Hifdzul Bi’ah
Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam

meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani yang merupakan
modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah Swt sehingga
penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi
manusia.?® Oleh karena itu dalam menjaga hal tersebut maka munculah
pemeliharaan terhadap lingkungan atau alam yang dikenal dengan Hifzul
bt’ah. Hifzul bi’ah merupakan bagian dari fikih kontemporer yang
dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan..dari perspektif yang
lebih praktis dengan memberikan patokan (hukum) berinteraksi, mengelola
dan memelihara lingkungan.?® Hifzul bi’ah bisa dikatakan juga sebagai figh
al-bi’ah, dari segi bahasa figh bi’ah merupakan gabungan dua perkataan
Arab, yaitu; figh dan bi’ah. Figh dari segi bahasa bermaksud kefahaman.

sedangkan menurut istilah bermakna setiap hukum syara’ yang berasaskan

24 Riant Nugroho, Public Policy, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 2009) him. 128.

% Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan
(Yogyakarta: YKPN Press, 2002), him. 4.

2% yusuf al-Qardawy, Ri’a yat al-Bi ah fi Shari’at al-1slam, him. 51
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sumber-sumber syariat yang terperinci.?’ Sedangkan bi’ch atau dalam
bahasa Inggris disebut (environment) adalah lingkungan. sedangkan
menurut istilah maka bi’ah berarti lingkungan dan sekitarnya yang dimana
manusia itu tinggal. Unsur penting dalam lingkungan tersebut juga
melibatkan makhluk hidup lain seperti binatang dan unsur alam yang
meliputi tiga komponen utama berupa tanah, air dan udara.?

Dalam menjaga alam dan kelestarianya maka peran makhluk terutama
manusia sebagai pemimpin di bumi sangat dibutuhkan. oleh karena itu
sudah sepatutnya manusia menjaga bumi agar tidak binasa dan tetap terjaga

kelestariannya. Hal demikian dijelaskan dalam firman Allah Swt:?°

Led by oo Lead o) 16 ails 5V (3 el o) BSL el J6 3

Pentingnya dalam memelihara lingkungan hidup sudah barangkali
menjadikewajiban dari seluruh makhluk hidup terutama manusia. Karena
kehidupan yang saling bergantung akan .saling membutuhkan, apabila

kerusakan lingkungan terjadi maka akan menjadi sebuah musibah dan

27 Muhammad al-Dasugi dan Aminah Jabir, Mugaddimah fi Dirasat al-Figh al-Islami (Qatar:
Dar al-Thagafah). him. 52.

28 Al-Zuhayli, Wahbah, Mawsu ‘ah fi al-Figh al-Islami (Dar al-Maktabi, 2007), him. 221.

25 Al-Bagoroh (2): 30.
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berdampak buruk juga bagi seluruh makhluk hidup yang ada di tempat

tersebut, hal demikian dijelaskan dalam firman Allah Swt:°

Ogmrp

Pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap pemeliharaan alam bukan
hanya merupakan sebuah pilihan, tetapi juga merupakan keharusan dan
kewajiban bagi setiap individu. Hal ini dikarenakan tanpa terpeliharanya
alam, agama tidak akan terjaga (hifzul din), jiwa tidak akan terjaga (hifzu
nafs), akal tidak akan terjaga (hifzul aqgl), keturunan tidak akan terjaga
(hifzul nasl), dan harta tidak akan terjaga (hifzul mal). Kelima tujuan dasar
Islam ini akan terdampak jika lingkungan tidak terjaga dan mengalami
kerusakan. Oleh karena itu, penting untuk memelihara lingkungan (hifzul
bi'ah) sebagai sebuah kewajiban. Menjaga alam berarti menjaga makhluk
yang ada di dalamnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua
makhluk tersebut merupakan bagian dari alam yang-harus dijaga, selain
menjaga lingkungan sebagai sebuah ekosistem. Oleh karena itu, baik
manusia sebagai makhluk maupun alam sebagai lingkungannya harus

dijaga agar kemaslahatan tercapai dan dihindarkan dari keburukan.®!

30 Ar-Rum (30): 41.
31 |bid.
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F. Metode Penelitian
Peneliti ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research)
dimana penulis menggunakan menggunakan sumber buku-buku, jurnal, majalah,
naskah, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan atau relefan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi Di Laut. %2
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriftif-analitis yang merupakan penelitian
dengan mengumpulkan data-data, dari data yang didapat lalu akan
dideskripsikan, diklasifikasikan, dan dianalisis masalah yang berkaitan dengan
objek yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.>® Sehingga peneliti
akan menganalisa data-data tersebut dengan Kebijakan Publik dan (kifzul bi’ah)
sebagai Pendekatan Penelitian.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang merupakan pendekatan

penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena Alam
dengan mendalam. Pendekatan ini lebih berfokus pada interpretasi, pemahaman,
dan konteks daripada pengukuran numerik atau statistik®*. Dalam penelitian

kualitatif, peneliti berusaha untuk menggali permasalahan yang muncul dari

32 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), him. 9.

33 Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Cet. Ke-4, (
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), him. 104.

34 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka llmu, 2020),
him. 17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di Laut.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literer menelaah
undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber
lainnya yang berkaitan dengan (hifzul bi’ah) dan Kebijakan Publik sebagai alat
analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Selain data yang bersifat hard file,
peneliti juga menggunakan data-data soft file yang bersifat online tanpa
mengabaikan keabsahan data. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan
memaksimalkan penelitian yang akan di kerjakan.®®
Data penelitian terdiri dari:
a. Sumber data primer terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi; di; Laut;*® dan.Kitab.Ri’avat ai-Bi'ah fi Shari‘at al-Islam Yusuf al-

Qardawy.®"
b. Sumber data skunder terdiri dari:
Buku-buku seperti Values, Ethis, and Standards in Policy Analysis karya William

N. Dunn, Public Policy karya Riant Nugroho, dan Mujiono Abdillah, Fikih Lingkungan:

Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan

% Ibid, him. 109
36 peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.
87 yusuf al-Qardawy, Ri’a yat al-Bi ah fi Shari’at al-1slam.
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Jurnal, dan karya ilmiah seperti karya Adriman, Ari Purbayanto, Sugeng
Budiharso, dan Ario Damar, "Pengaruh Sedimentasi Terhadap Terumbu Karang
di Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan Timur Kepulauan Riau, Wawan
Wahyudi, Etty Riani, dan Syaiful Anwar, “Strategi Pengelolaan Penambangan
Pasir Laut Yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten), dan
Dhiana Puspitawati, Teddy Minahasa Putra, dan Rangga Vandy Wardana
“Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan
Indonesia
C. Sumber data tersier terdri dari:

Wikipedia, handbooks dan sumber online lain yang memiliki kredibilitas
dalam memberikan informasi.

d. Analisis data, Setelah data literatur terkumpul dan memiliki relevansi
terhadap objek yang akan diteliti, maka data tersebut diolah kemudian
diklasifikasikan secara sistematis dan logis sehingga dapat dilakukan sebuah
analisis secara koprehensif dengan penjabaran proses legislasi dan tahapan-
tahapan.yang harus di dalui menggunakan,teori ;Kebijakan. Publik dan Hifzul
Bi’ah. Dengan cara seperti ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci
tentang permasalahan yang akan diteliti.*

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri
dari sub bab-bab yang berfungsi secara rinci dan sistematis. Kelima bab tersebut

adalah sebagai berikut:

3 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 32.
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Bab pertama membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori Kebijakan Publik dan (hifzul bi’ah)
sebagai alat analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Kedua teori ini akan saling
melengkapi dalam analisis berdasarkan aturan serta dampak yang akan
ditimbulkan dari penerapan aturan tersebut.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang ruang lingkup sedimentasi di
laut, membahas tentang penambangan pasir laut dan dampaknya bagi ekosistem,
membahas aturan-aturan sebelumnya yang telah dicabut terkait tentang ekspor
pasir laut, serta menjabarkan materi muatan dan permasalahan-permasalahan
yang akan muncul dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut.

Bab keempat membahas tentang analisis (hifzul bi’ah) dan Kebijakan Publik
terhadap-materi ;muatan. dan pemanfaatan .hasil ,sedimentasi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di
Laut berdasarkan data-data penelitian yang sudah dikumpulkan. Sehingga
berdasarkan data-data tersebut akan mempermudah analisa dalam menyingkap
fakta-fakta dalam penelitian ini.

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian
yang telah dilakukan dengan menggabungkan data, fakta dan analisis terhadap

objek dari kajian penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan Penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. kebijakan Publik/Public Policy memiliki 5 indikator yang sangat yang
ketat terhadap merumuskan dan memaksimalkan kinerja kebijakan dalam
sebuah aturan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut jika dilihat dari indikator
Public Policy, maka untuk tahap Perumusan masalah sudah tentu
memenuhi kriteria baik terhadap penyelesaian masalah. Tetapi dalam hal
peramalan masa depan kebijakan masih terdapat banyak sekali ketidak
sesuaian tujuan dan substansi dalam menyelesaikan masalah, selain itu
rekomendasi kebijakan dalam peraturan pemerintah ini cenderung masih
bersifat pasif, hal ini karena fokus isi dari kebijakan ini lebih menekankan
kepada sektor dalam pelaku usaha, termuat pada pasal 9 ayat (2) oleh
karena itu jika dilakukan pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kinerja
maka-dapat dikatakan bahwa" kebiajakan ini tidak-akan menyelesaikan
permasalahan penumpukan sedimentasi di Laut, tetapi akan menimbulkan
masalah perusakan Ekologi baik muatan ekosistem terumbu karang,
akibat pengangkatan lumpur, pasir, kurangnya landasan yuridis, Serta
tumpeng tindih aturan yang tidak hirarki mengakibatkan konflik norma
hukum yang horizontal yang termuat dalam Naskah Akademik PP No 26

tahun 2023.
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2. Sedangkan jika dilihat dari analisis hifzul bi’ah maka penekanan utama
yang harus dilaksanakan adalah bagaimana keterlibatan manusia melalui
aturan yang dibuat mampu untuk menjaga alam serta memelihara
lingkungan hidup baik sebagai sebuah kesatuan dalam lingkungan hidup
itu sendiri maupuan sebagai khalifah. Kebijakan berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di Laut, bertujuan dalam memelihara lingkungan namun
muatan substansi peraturan tersebut sangat bertolak belakang dengan
konsep hifzul bi'ah. Hal ini dikarenakan substansi yang tercantum
didalamnya memuat aktivitas-aktivitas yang akan merusak lingkungan.
Pembersihan pasir laut menggunakan kapal hisap, perusakan ekosistem
laut berupa terumbu karang, pencemaran air laut dan ekspor pasir laut
tanpa adanya pemetaan kebutuhan dalam negeri akan menambah
kerusakan akibat ekploitasi tanpa batas.

B. Saran-Saran

1. Saran ini ditujukan kepada.Presiden.selaku yang menetapkan Peraturan
Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mentri
Kelautan dan Perikanan, Kementrian di Pemerintahan yang pembahasan
PP No 26 Tahun 2023. Maka perlu adanya penambahan Landasan Yuridis
dengan mencantumkan aturan-aturan terkait, seperti :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
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b. Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United
Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menghapus upaya potensi ekspor sedimentasi pasir laut

Mempublikasikan pemetaan penumpukan sedimentasi diseluruh wilayah

perairan Indonesia.

Mempublikasikan kebutuhan pembangunan dalam negeri yang berkaitan

dengan pemanfaatan pasir laut.

Memperketat kualifikasi teknologi yang ramah lingkungan guna untuk

pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Menambahkan sanksi pidana bagi pelanggar berat yang berdampak buruk

bagi ekosistem.

Melakukan pengujian Judisial Reviw guna memperbaiki substansi PP

tersebut yang bertentangan dengan konstitusi.
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